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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi PKL (Pedagang
kaki lima) di GOR Haji Agus Salim Kota Padang dalam menjual
produknya yang belum terdaftar sertifikat halal diantaranya yaitu
faktor kurangnya informasi yang didapat oleh PKL (Pedagang kaki
lima) mengenai kewajiban sertifikasi halal, kurangnya
pengetahuan tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran
sertifikat halal, adanya kendala waktu, serta karena kebiasaan
lingkungan yang menciptakan asumsi bahwa sertifikat halal hanya
dibutuhkan untuk makanan yang menggunakan kemasan.

Faktor kendala PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam proses
pengajuan sertifikasi halal yaitu tidak adanya waktu, tidak
tercukupinya dokumen-dokumen persyaratan untuk pendaftaran,
kurangnya penyebaran informasi terkait adanya program
Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sehingga pelaku usaha masih
merasa terkendala dengan pembiayaan dan terbatasnya akses
untuk mengurus sertifikat halal, PKL merasa tidak ada waktu
untuk pergi langsung mengurus pendaftaran sertifikat halal ke
kantor BPJPH, sedangkan kalau mau mendaftar secara online rata-
rata pelaku usaha tidak memahami proses pendaftaran dan
membutuhkan bimbingan.

Kesadaran hukum PKL (Pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus
Salim Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal, pasca
penundaan penyelenggaraan wajib halal masih tergolong rendah.
Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti

pengetahuan dan pemahaman yang masih lemah, serta faktor
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eksternal seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah dan
lingkungan sosial yang kurang kritis.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil akhir dari penelitian, sebagai penutup dari
skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait dapat
meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada PKL
(pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim Kota Padang
mengenai pentingnya sertifikat halal, termasuk manfaat, prosedur,
sanksi dan program gratis (SEHATI) yang dapat dimanfaatkan oleh
pelaku UMK.

2. Kepada para produsen diharapkan untuk lebih teliti dan kritis
dalam memilih dan membeli produk yang akan dikonsumsi supaya

terhindar dari makanan yang non halal.
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